
1

FR€5IDEN
REPUBLIK INI)ONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDO}JESIA

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2A20-2024

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2O2O*2O24

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara_ Repubtik
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia secara tegas
diamanatkan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Hal ini menjadi
t^'awasan pemikiran dalam rangka penyclenggarafin pertahanan negara
dan sekaligus pengelolaan sistem pertahanan negara, termasuk dalam
menlmuskan kebijakan umum pertahanan negara.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
lndonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu
pada sistem pertahanan yang bcrsifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, u'ilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan sccara dini oleh pemerintah dan diselengEarakan secara
total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
bentuk ancaman.

orientasi pcrtahanan negara disusun berdasarkan prinsip
demokrasi, hak asasi rnanusia, kesejahteraan umum, lingkungan
hidup, ketentuan hukum nasional, hukum intenrasinnal dan kebiasaan
internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan
memperhatikan kondisi ger,grafis Indonesia scbagai negara kepulauan
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PENUTUP

Kebijakan umum Pertahanan Negara ini menjadi pedornan bagi
menteri/pimpinan lembaga dan pemerintah daerah dalam menetapkan
kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

trd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA

INDONESIA

Hukum dan

No Dimensi Jenis Ancaman Unsur Utama Pendukuns
I 2 3 4 5

Indonesia,
Badan
Pembinaan
Ideologi
Pancasila, Badan
Intelijen Negara,
Pusat Pelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan,
Badan Legislatif
Dewan
Perwakilan
Ralgrat,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembasa terkait.
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